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Abstrak
Struktur perekonomian dunia saat ini telah memasuki Revolusi Industri Keempat atau disebut Industri 4.0. Suatu kondisi pada abad ke-21 dimana terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital dan biologi. Difusi gelombang teknologi digital telah merangsek masuk ke hampir semua aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, dan bahkan keuangan. Industri keuangan Indonesia bahkan Aceh sekalipun sudah mulai menggunakan FinTech dalam dunia usaha. Ini ditandai dengan munculnya perusahaan rintisan baru (startup) yang tumbuh demikian cepat. FinTech memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (e-commerce), mendorong pertumbuhan UMKM serta lahirnya wirausahawan baru, mendorong usaha kreatif serta memungkinkan pengembangan pasar terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan FinTech dalam meningkatkan UMKM di Aceh, bagaimanakah peranan dan ancaman FinTech di Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa FinTech di Aceh baru berkembang pada tahap awal, ditandai dengan telah munculnya perusahaan startup cari modal.id sebagai satu-satunya  startup FinTech  dengan sistem equity crowdfunding. FinTech dapat meningkatkan inklusi keuangan dikarenakan masih banyak UMKM mempunyai masalah pendanaan dan belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population), dengan adanya FinTech akses layanan keuangan dan permodalan  menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu strategi FinTech dengan cara sosialisasi dan edukasi yang lebih intens kepada UMKM baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan FinTech itu sendiri, supaya UMKM dapat menjadikan FinTech sebagai alternatif dalam mencari modal usaha.
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Abstract
The current structure of the world economy has entered the Fourth Industrial Revolution or called Industry 4.0. A condition in the 21st century where there are massive changes in various fields through a combination of technologies that reduce the barriers between the physical, digital and biological worlds. The diffusion of the digital technology wave has penetrated almost all aspects of the life and economy of the world community, such as transportation, health, education, retail, hotels, and even finance. The Indonesian financial industry and even Aceh have started using FinTech in the business world. This is marked by the emergence of new startup companies that are growing so rapidly. FinTech provides structural solutions for the growth of the electronic-based industry (e-commerce), encourages the growth of MSMEs and the birth of new entrepreneurs, encourages creative businesses and enables market development, especially those that are still not served by conventional finance and banking services. This study aims to determine the development of FinTech in increasing MSMEs in Aceh, what are the roles and threats of FinTech in Aceh. The collection of data and information is done through observation and in-depth interviews with relevant agencies and business actors. Based on the results of the study, it was found that FinTech in Aceh was only developing at an early stage, marked by the emergence of the startup company carimodal.id as the only FinTech startup with an equity crowdfunding system. FinTech can increase financial inclusion because there are still many MSMEs who are constrained by funding and have not been served by conventional financial and banking services (unbanked population), with FinTech access to financial services and capital becoming easier and faster. One of the FinTech strategies is by way of more intense socialization and education to MSMEs, both by the government and the FinTech companies themselves, so that MSMEs can use FinTech as an alternative in seeking venture capital.
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A. PENDAHULUAN  
Struktur perekonomian dunia saat ini telah memasuki Revolusi Industri Ke-empat atau disebut Industri 4.0. Difusi gelombang teknologi digital telah merangsek masuk hampir  ke semua aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, dan bahkan keuangan. Industri keuangan Indonesia bahkan Aceh sekalipun sudah mulai terjamah FinTech dalam dunia usaha. Ini ditandai dengan munculnya perusahaan rintisan baru (startup) yang tumbuh demikian cepat. 
Berdasarkan data dari Asosiasi FinTech Indonesia & OJK (2017), perusahaan FinTech mulai tumbuh pada tahun 2006 yang baru berjumlah 4 perusahaan. Tahun 2016 menjadi tahun istimewa bagi aktivitas FinTech di Indonesia dengan focal point terjadinya ekspansi yang pesat di pasar pembiayaan online. Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Menara Merdeka, Jakarta, Selasa, (31/10), teknologi digital telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat OJK mendorong kolaborasi dan sinergi antara FinTech, lembaga jasa keuangan incumbent, serta menyediakan layanan dasar digital.
Dukungan OJK pada perluasan FinTech, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia negara 'Digital Economy' terbesar di Asia Tenggara  pada 2020. FinTech memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (e-commerce), mendorong pertumbuhan UMKM serta lahirnya wirausahawan baru, mendorong usaha kreatif serta memungkinkan pengembangan pasar terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional.
Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja baru yang dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Terbukti UMKM mampu bertahan ketika gelombang krisis keuangan terjadi pada tahun 1998 dan merobohkan perusahaan-perusahaan besar yang padat modal. Kehadiran FinTech dalam dunia usaha menjadi salah satu alternatif bagi UMKM dalam mencari tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Selain peluang positif  yang ditawarkan,  FinTech juga memiliki ancaman dalam hal belum adanya regulasi yang matang, aturan tumpang tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan keuangan, serta membawa inovasi yang dapat merusak (disruptive) bagi kelangsungan lembaga keuangan konvensional.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, kami tertarik untuk membuat suatu penelitian mengenai FinTech yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Perkembangan Financial Technology (FinTech) Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Aceh.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah perkembangan Financial Technology (FinTech) dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Aceh? Apakah Financial Technology (FinTech) dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Aceh? Bagaimanakah strategi yang tepat meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Aceh?

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini kajian literatur mengenai proses perkembangan Financial Technology (FinTech) dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Aceh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Financial Technology (FinTech) 
Komputer termasuk teknologi yang telah memiliki peran yang cukup penting pada bidang finansial dalam waktu yang cukup lama. Financial technology atau  FinTech telah menyerap banyak perhatian pada akhir-akhir ini. Industri layanan finansial yang menyediakan berbagai macam layanan finansial telah menyimpan perhatian yang lebih pada keputusan untuk mengadopsi teknologi dalam rangka untuk berinovasi dan berkembang. 
Berdasarkan data dari Asosiasi FinTech Indonesia & OJK (2017), perusahaan FinTech mulai tumbuh pada tahun 2006 yang baru berjumlah 4 perusahaan. Seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2016 perusahaan FinTech telah berjumlah sebanyak 165 perusahaan. Tahun 2016 menjadi tahun istimewa bagi aktivitas FinTech di Indonesia dengan focal point terjadinya ekspansi yang pesat di pasar pembiayaan online.
Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang FinTech. Secara umum dan dalam arti luas, FinTech menunjuk pada pengunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan (Arner, et al, 2015). Secara spesifik, FinTech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan (Aaron, dkk., 2017). Dalam pengertian yang lebih luas,  FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem  keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien (World Bank, 2016). FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (FSB, 2017). 
Aktivitas-aktivitas FinTech dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut (FSB, 2017); pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (payment, clearing and settlement). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (digital wallet), mata uang digital (digital currencies) dan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi distributed ledger technology (DLT) untuk infrastruktur pembayaran (Griffoli, 2017). Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (financial inclusion) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (smooth). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan.  Deposito, pinjaman dan penambahan modal (deposits, lending and capital raising). Inovasi FinTech yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (peer-to-peer) secara online, mata uang digital (digital currencies) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.
2. Peranan FinTech 
Beberapa peranan FinTech dalam kehidupan antara lain sebagai berikut :


1. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (e-commerce).
2. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (entrepreneur) baru.
3. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi untuk meraih distribusi pasar yang luas (critical mass).
4. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population).

3. Implikasi dan Potensi Risiko FinTech 
Kehadiran FinTech dipastikan membawa berbagai implikasi pada layanan jasa keuangan dan para pihak (stakeholders) di dalam negeri. Pertama, bagi layanan keuangan FinTech memiliki potensi untuk “memecah” dan merestrukturisasi jasa keuangan yang ada sehingga market share akan terdistribusi antar pesaing yang menawarkan jasa layanan yang sama. Akibatnya tidak ada lagi dominasi lembaga perantara (intermediari) keuangan tertentu di pasar keuangan dan kompetisi yang terjadi berpotensi menurunkan tingkat harga jasa layanan keuangan. Kedua, keberadaan FinTech membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen rumah tangga dan kalangan dunia usaha, termasuk UMKM untuk mengakses jasa keuangan. Implikasi dan deviden terpenting dari berbagai manfaat FinTech tersebut adalah inklusi keuangan (financial inclusion) yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, keberadaan FinTech selain membawa manfaat juga berpotensi membawa sejumlah risiko. Risiko FinTech yang paling awal ditanggung oleh konsumen, terutama risiko keamanan data (cyber risks), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola data yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk kesenangan atau niat kriminal (Nizar, 2018).
Di sini peranan regulator menjadi sangat penting terutama dalam merancang dan menetapkan regulasi keuangan yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, PJOK tersebut juga melindungi kepentingan nasional terkait dengan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan. Langkah yang ditempuh oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menunjukkan bukti awal adanya proporsi khusus untuk regulasi jasa keuangan berbasis aktivitas di Indonesia.
Di lain pihak,  Bank Indonesia juga telah menetapkan regulasi bagi para penyelenggara FinTech yang aktifitasnya terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial dan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

4. Peluang dan Ancaman
Financial Technology yang diimplementasikan memberikan kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang bagi dunia perbankan secara bersamaan sehingga membuat para bankers harus memperbaiki infrastruktur teknologi informasi agar dapat berkolaborasi dengan FinTech. Pada gilirannya akan membuat peningkatan layanan dunia perbankan sehingga kastamer semakin mendapatkan pengalaman terkini terkait layanan perbankan digital (Hendro & Husein, 2018).
Adanya peluang menciptakan pendapatan melalui kolaborasi dengan perusahaan startup. Kolaborasi tentang pembiayaan kepada perusahaan startup yang berpotensi untuk dibina, serta masyarakat yang belum terlayani jasa perbankan. Aplikasi ini dapat menangani pekerjaan-pekerjaan seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset dan berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional. Nasabah semakin nyaman di dalam bertransaksi yang didukung oleh digital banking. Infrastruktur teknologi yang semakin baik dapat menunjang dan meningkatkan kualitas pelayanan perbankan. Adanya ancaman yang berimbas kepada pengurangan karyawan. Serta kehadiran FinTech semakin memperkuat kolaborasi seperti flas sale dan E-pay. Kolaborasi merupakan jawaban terhadap ancaman yang di bawa oleh FinTech, kolaborasi memberikan kekuatan sinergisitas yang maksimal bagi dunia perbankan.

5. Keuangan Inklusif
Di Indonesia, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014) Sederhananya, beberapa penelitian yang ada saat ini telah menghubungkan paling tidak tiga poin keuangan inklusif yaitu akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan (Umar, 2017).
Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif 2014), keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin.
Menurut Kelkar (2010), keuangan Inklusif adalah jasa keuangan yang diberikan meliputi akses layanan perbankan, kredit, simpanan, asuransi, fasilitas pembayaran dan pengiriman uang yang ditawarkan lembaga keuangan formal dengan biaya yang terjangkau terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung terabaikan. Sarma (2012) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan kemanfaatan dari sistem keuangan formal untuk semua anggota entitas ekonomi. Dari definisi mengenai keuangan inklusif di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan inklusif adalah kemudahan akses kepada lembaga keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi.

6. UMKM
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kriteria-kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6, yaitu Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp  300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil, kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menempati kedudukan strategis dalam perekonomian Aceh. UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi rakyat. Jumlah UMKM Aceh mencapai 55.783 unit, yang terdiri dari usaha mikro 39.571 unit (71%), usaha kecil 13.728 unit (25%), dan usaha menengah 2.484 unit (4%) (Dinas Perindagkop dan UKM Aceh, 2012). Diperkirakan, saat ini UMKM Aceh telah menyerap tenaga kerja sekitar 275 ribu orang (www.waspada.co.id, 23/1/2013). UMKM ini bergerak terutama pada sektor-sektor perdagangan, jasa, pertanian, industri, serta perikanan dan kelautan.  Peran menentukan UMKM bagi perekonomian Aceh sejalan dengan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional. Data Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2008 menunjukkan kontribusi signifikan UMKM secara nasional. Pertama, industri UMKM dalam sektor ekonomi menjangkau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja mencapai 97,04% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, UMKM menyumbang 55,56% dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Pentingnya UMKM bagi perkonomian daerah, maka dari itu Pemerintah Aceh perlu mendukung dengan serius kiprah usaha ekonomi ini. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat UMKM dalam aktifitas perekonomian perlu dirumuskan dan diimplementasikan dengan tepat dan cermat. Kebijakan itu hendaknya mengarah pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, dukungan pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM, dan perkuatan kelembagaan UMKM.

7. Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Aceh
Penelitian yang kami lakukan tentang FinTech lebih fokus pada pembahasan mengenai penambahan modal usaha (capital raising) pada UMKM yang berbentuk crowdfunding. Kenapa crowdfunding? Hasil yang kami temukan di lapangan perusahaan FinTech yang telah eksis di Aceh adalah carimodal.id dengan sistem crowdfunding. Istilah crowdfunding atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah kecil uang untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang, biasanya dilakukan melalui platform online. Crowdfunding sendiri terdiri atas tiga jenis yang didasarkan pada bentuk imbalan yang diberikan pada pemberi dana, yaitu reward-based/donation-based crowdfunding, equity-based crowdfunding, dan loan-based crowdfunding. 
Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan FinTech di Aceh yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru ada satu yaitu carimodal.id yang lahir pada April 2017 bahkan menjadi perusahaan FinTech dengan sistem equity crowdfunding yang pertama di Indonesia. Dalam skema equity crowdfunding pengusaha tidak berkewajiban memberikan agunan untuk mendapatkan pendanaan. Perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan bagian saham di perusahaannya sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan perusahaan sesuai besaran saham yang mereka miliki.  Platform crowdfunding online ini dapat menghubungkan para pengusaha dengan investor yaitu dengan melakukan pengumpulan dana dari investor-investor untuk mendanai suatu perusahaan startup atau UMKM kemudian berkolaborasi mengembangkan usaha bersama. Menurut carimodal.id merupakan platform atau wadah kolaborasi antara pengusaha dengan investor. Jika selama ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggunakan jasa pinjaman pada perbankan atau pihak lainnya, maka dengan persyaratan yang mudah carimodal.id menjadi alternatif dan solusi bagi UMKM yang kesulitan atau krisis modal untuk menjalankan suatu usaha. 
Adanya investor menjadikan pengusaha tidak harus memikirkan pengembalian dana. Usaha yang dimaksud minimal sudah beroperasi satu tahun dan memiliki kelengkapan surat izin usaha atau pembukuan usaha yang jelas. Kemudahan yang difasilitasi carimodal.id beragam. Equity crowdfunding pertama di Indonesia ini juga memberikan fasilitas perencanaan bisnis, rencana pengembangan usaha dan rencana penggunaan modal sebagaimana diharapkan oleh investor. Hal ini memudahkan pengusaha dalam memberikan informasi bagaimana kondisi usaha yang sedang dijalankan saat ini. Carimodal.id juga menawarkan sistem monitoring. Hal ini untuk mewujudkan kemudahan bagi UMKM dan Investor mengupdate perkembangan usaha setelah dana yang dimaksud telah diberikan kepada UMKM. Serta Platform ini juga mendampingi para pengusaha dalam mengatur strategi perkembangan usaha dengan menyediakan konsultan bisnis dan mendampingi dalam pembuatan laporan keuangan usaha.
Carimodal.id menjadi salah satu alternatif pendanaan tanpa pengembalian modal, tanpa bunga dan tanpa agunan melainkan hanya pembagian hasil dengan investor selama usaha tersebut berjalan sehingga sistem ini dinilai sangat cocok beroperasi di Aceh karena sesuai dengan sistem syariah. Selain itu, Carimodal.id juga menawarkan dana yang bersifat tidak memiliki batas waktu, penggunaan dana hanya untuk pengembangan usaha dengan jumlah dana yang tidak terbatas, yaitu sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis. Carimodal.id merupakan gagasan atau ide dari putra daerah asal Aceh Newin Hasan, yang ingin berkontribusi untuk negeri dalam bidang ekonomi. Tujuan carimodal.id ini untuk meningkatkan investasi usaha di Indonesia guna menciptakan perusahaan-perusahaan lokal yang dapat bersaing di tingkat nasional hingga global yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran seluruh daerah di Indonesia. 
Semenjak diluncurkan tahun 2017 sampai sekarang sudah ada sejumlah 2000 usaha dari seluruh Indonesia yang telah mendaftar untuk mendapatkan modal dari carimodal.id. Namun dari sekian banyak hanya enam UMKM yang sempat disurvei ke lapangan.  UMKM tersebut yaitu Raden Barber Shop, Hojak, Cut Ti, Mumtaz Bakery, Usaha Tambak Udang, dan Al-kids Baby Shop.
UMKM tersebut telah melakukan penjajakan dengan carimodal.id ini namun belum berhasil melakukan kerjasama dalam permodalan karena berbagai alasan. Salah satu usaha yang kami wawancarai adalah Raden Barber Shop yang bergerak dalam usaha jasa pangkas rambut. Raden Barber Shop telah memiliki beberapa cabang di Aceh, dan bahkan telah menjual usahanya dengan sistem franchise atau waralaba. Firman Noor Ibrahim owner dari Raden Barber Shop ingin usahanya terus berkembang sehingga ia membutuhkan modal yang lebih besar. Carimodal.id menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan dana tanpa perlu agunan dan syarat yang rumit. Demikian juga dengan Eka Saputra pemilik usaha Mumtaz Bakery menjadikan carimodal.id sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan dana dalam mengembangkan usahanya. 
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh carimodal.id sangat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan inklusi keuangan sehingga layanan keuangan dan akses lembaga keuangan formal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Carimodal.id juga menjadi satu-satunya perusahaan FinTech yang diminta tanggapannya atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

8. Strategi FinTech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Pada  UMKM Di Aceh
1. Sebagai industri yang baru berkembang di Indonesia, teknologi finansial masih membutuhkan edukasi yang lebih massif lagi ke target konsumen. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah mengeluarkan izin kepada beberapa FinTech untuk beroperasi di Indonesia, untuk itu dibutuhkan peraturan yang dapat menjamin kenyaman dan keamanan konsumen dan pelaku usaha.
2. Perusahaan FinTech sendiri perlu lebih mempromosikan kepada UMKM tentang equity crowdfunding dengan menceritakan kesuksesan para pelaku usaha yang mendapatkan dana dengan cara menjual saham sehingga akan menarik minat pelaku usaha lainnya.
3. Perusahaan FinTech perlu mengkaji lebih lanjut perjanjian yang dibuat sehingga antara pemberi dana (investor) dan perusahaan penerima dana sama-sama diperlakukan secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dalam menjalankan usahanya.


D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan :
1. FinTech di Aceh baru berkembang pada tahap awal, ditandai dengan telah munculnya perusahaan startup carimodal.id sebagai satu-satunya  startup FinTech  dengan sistem equity crowdfunding.
2.  FinTech dapat meningkatkan inklusi keuangan dikarenakan masih banyak UMKM mempunyai masalah pendanaan dan belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population), dengan adanya FinTech akses layanan keuangan dan permodalan  menjadi lebih mudah dan lebih cepat.
3.  FinTech merupakan industri baru dalam dunia usaha sehingga diperlukan strategi dengan cara sosialisasi dan edukasi yang lebih intens kepada UMKM baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan FinTech itu sendiri, supaya UMKM dapat menjadikan FinTech sebagai alternatif dalam mencari modal usaha.

2. Saran
Berdasarkan uraian pembahasan, saran dalam penelitian ini: 

1. Diharapkan kepada pelaku FinTech untuk lebih intens mensosialisasikan dan menyempurnakan sistem yang yang telah ada sehingga pelaku UMKM menjadi nyaman dengan sistem permodalan yang masih tergolong baru ini.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk terus menyempurnakan peraturan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan melakukan pengawasan sehingga masyarakat tidak was-was melakukan transaksi keuangan dengan sistem  FinTech.
3. Bagi pelaku UMKM untuk terus manggali kreatifitas dan inovasi serta melakukan literasi digital agar dapat memanfaatkan FinTech dengan cerdas, sehingga mampu bersaing dan bersanding di tengah persaingan global dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
4. Bagi investor, tidak hanya berinvestasi pada Bursa Efek maupun investasi lainnya, tetapi diharapkan juga berinvestasi pada UMKM dengan tujuan memberdayakan dan mengembangkan UMKM di Indonesia khususnya di Aceh.
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